jdih.salatiga.go.id

SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyangkut
pembagian urusan konkuren sub urusan geologi
dinyatakan kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam
penetapan nilai perolehan air tanah serta mendasari
ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah, perlu dilakukan penyesuaian
terhadap pemberlakuan nilai perolehan air tanah sebagai
dasar pengenaan Pajak Air Tanah;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan
Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak
Air Tanah, dipandang sudah tidak sesuai dengan
perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga
perlu dilakukan peninjauan kembali khususnya ketentuan
mengenai dasar pengenaan Pajak Air Tanah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Salatiga Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Salatiga dan Kabupaten Tingkat II Semarang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3500);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

Menetapkan

dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 2 TAHUN
2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor
2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota
Salatiga Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Salatiga Nomor 2), diubah sebagai berikut:

(1)
(2)

(3)

Pasal 6
Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air
Tanah.
Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan
mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor
berikut:
jenis sumber air;
lokasi sumber air;
tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
kualitas air; dan
tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh
pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dengan
berpedoman pada Nilai Perolehan Air Tanah yang ditetapkan
oleh Gubernur.
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Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 28 September 2021

WALI KOTA SALATIGA,
ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 28 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd
WURI PUJIASTUTI
LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2021 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(6-205 /2021 )

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA-SALATIGA,

AGUNG WIDI ISTIYANTO, S.H.| M.H.
Pembina Tk.I ' .
NIP. 19640402 198603 1 022
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah yang didalamnya mengatur mengenai pembagian urusan konkuren
dasar pelaksanaan otonomi daerah, telah ditegaskan dalam urusan energi
dan sumber daya mineral pada sub urusan geologi bahwa penetapan nilai
perolehan air tanah kabupaten/kota merupakan kewenangan pemerintah
daerah provinsi. Sejalan dengan Undang-Undang dimaksud, telah
diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, yang dalam
ketentuan Pasal 8 ayat (5) ditegaskan bahwa nilai perolehan air tanah dalam
daerah provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Oleh karenanya,
besarnya nilai perolehan air tanah untuk pajak air tanah yang menjadi
kewenangan Kota Salatiga ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dengan
berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Nilai perolehan air tanah merupakan dasar pengenaan pajak air tanah.
Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, disebutkan bahwa perhitungan nilai
perolehan air tanah didasarkan atas perkalian antara harga dasar air tanah
dengan volume pengambilan/pemanfaatan air tanah. Dalam Peraturan
Daerah dimaksud disebutkan bahwa harga air tanah ditetapkan oleh Wali
Kota secara periodik. Tentunya, ketentuan hukum ini sudah tidak relevan
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terkait dengan
urusan yang menjadi kewenangan daerah dan ketentuan pemungutan pajak
daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan menitikberatkan prinsip
bahwa peraturan daerah dibentuk untuk menyelenggarakan otonomi
daerah, maka guna tertib dan kepastian hukum dalam pemungutan pajak
air tanah, Pemerintah Kota Salatiga memandang perlu untuk melakukan
penyesuaian ketentuan mengenai penetapan nilai perolehan air tanah
dengan melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor
2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 6-2021
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